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ABSTRAK

Ratri Purwasih 8105118049 Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada
Asisten Deputi_Urusan _Peraturan__Perundang-Undangan Deputi Bidang
Kelembagaan di Kementerian Koperasi _dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi,
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Jakarta. Januari 2014.

Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan bertempat di
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,
beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 3-4 Kuningan Jakarta Selatan.
Pelaksanaan PKL selama satu bulan terhitung sejak tanggal 06 Januari 2014
sampai dengan 06 Februari 2014.

Praktik Kerja Lapangan yang diwajibkan kepada Para Mahasiswa Universitas
Negeri Jakarta khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu
pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dalam kegiatan kerja secara
langsung, sehingga praktikan mempunyai professionalitas dalam dunia kerja dan
untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam dunia kerja.

Penulisan laporan ini menguraikan manfaat serta tujuan dari pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan (PKL), diantaranya menjalin kerja sama antara pihak-
pihak yang terlibat, yaitu perguruan tinggi dengan instansi tempat praktik
mahasiswa, mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan, serta
mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan di dunia kerja dan tuntutan perkembangan zaman.

Penulisan Laporan ini ditujukan untuk menjelaskan berbagai informasi di tempat
praktik juga segala permasalahan yang dihadapi oleh praktikan selama masa
PKL.Selain itu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi & Administrasi.

Tugas praktikan selama PKL meliputi menginput data nama-nama koperasi
beserta kantor cabang, membuat rekomendasi klarifikasi matriks perda, mendata
surat masuk asisten deputi dan lainnya. Dari pelaksanaan PKL tersebut praktikan
mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai dunia kerja, khususnya
di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Dalam laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada Kementerian
Koperasi dan UKM yang ditempatkan pada Asisten Deputi Urusan Perundang-
Undangan Deputi Bidang Kelembagaan.

Laporan ini membahas secara lebih detail mengenai profil tempat praktikan
melaksanakan PKL yaitu ASDEP URUSAN PERUNDANG-UNDANGAN DEP.



BID KELEMBAGAAN KEMENKOP UKM RI, juga ranah kerja, tugas-tugas, dan
hambatan praktikan selama masa PKL di ASDEP URUSAN PERUNDANG-
UNDANGAN DEP. BID KELEMBAGAAN KEMENKOP UKM RI .
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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan
dan kelancaran kepada praktikan dan menyusun laporan PKL ini.

Laporan ini sebagai hasil pertanggungjawaban praktikan selama
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Koperasi dan Usaha kecil
dan Menengah Republik Indonesia pada Asdep Urusan Perundang-Undangan
Deputi Bidang Kelembagaan. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
praktikan khususnya dan juga bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan
pengetahuan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan mata kuliah yang
memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi praktikan yang berguna
sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, pada
Praktik Kerja Lapangan ini praktikan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah
diterima diperkuliahan.

Dalam kesempatan kali ini praktikan mengucapkan terima kasih kepada:

1) Bapak Dicky Iranto, SE, M.Si selaku dosen pembimbing.

2) Bapak lwan Sidartha, Metty Kusmayantie, Budi Lestari dan Seluruh pegawai
Asdep Urusan Perundang-Undangan Deputi Bidang Kelembagaan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
yang telah menerima dan mengarahkan praktikan pada saat awal hingga akhir

pelaksanaan PKL.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

Bapak Drs. Bambang Sunarya, MM, selaku Kepala Bagian Tata Usaha
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
yang telah memberikan izin kepada pratikan untuk melaksanakan PKL.

Bapak Drs. Dedi Purwana M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta.

Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan
Administrasi Universitas Negeri Jakarta.

Ibu Dr. Siti Nurjannah, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Kedua orang tua tersayang yang selalu memberikan dukungan moril dan
materil.

Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 2011.

Semoga laporan PKL di Asdep Urusan Perundang-Undangan Deputi Bidang

Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia ini dapat berguna bagi praktikan dan pembaca pada umumnya.

Praktikan sadar sekali bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena

itu, praktikan mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Jakarta, Agustus 2014
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Di zaman globalisasi ini, semua aspek berubah dengan sangat pesat,
baik ilmu pengetahuan, teknologi maupun pada pola pikir masyarakat yang
selalu mengikuti perubahan zaman. Untuk itu, diperlukan niat, kemauan, dan
usaha untuk dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan
terus mengasah keahlian maupun keterampilan yang benar-benar dibutuhkan
oleh dunia kerja saat ini, serta terus menggali potensi diri dengan belajar dari
pengalaman.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan suatu lembaga
pendidikan yang memiliki peranan penting dalam membentuk tenaga ahli dan
professional yang mampu bersaing dengan dunia luar untuk menjawab
tantangan perubahan zaman saat ini. Sehingga mahasiswa setelah
menyelesaikan masa studinya, diharapkan dapat menjadi sumber daya
manusia yang terampil dan cerdas sehingga mampu bersaing dalam dunia
kerja sekarang ini.

Oleh karena itu, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai lembaga
pencetak lulusan sarjana maupun sarjana muda harus terus melakukan
perbaikan dan penyesuaian kurikulumnya, dan yang terpenting adalah
mempersiapkan lulusannya dengan memberikan pembekalan yang memadai,

khususnya penguasaan pada bidang tertentu sesuai dengan konsentrasi



pendidikannya masing-masing. Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) inilah
diharapkan mampu menjadi wahana latihan bagi mahasiswa untuk dapat
menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada pada dunia kerja melalui
pengalaman kerja sesungguhnya, karena pengalaman yang nyata tidak akan
didapat dari teori-teori yang hanya sekedar dipelajari tanpa pembuktian
langsung, dan pengalaman merupakan guru terbaik bagi manusia.

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan juga mampu
menambah wawasan serta apresiasi terhadap keilmuan Ekonomi dan
Administrasi khususnya pada konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, di
samping itu juga dapat melatih kemampuan analitis mahasiswa dalam
menghadapi segala permasalahan yang terjadi dalam dunia kerja

sesungguhnya.

. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Maksud diadakannya kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang
diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta ini adalah:

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya unit kerja
praktikan saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu pada Deputi
Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia

2. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan

keterampilan di bidang ekonomi koperasi sebelum memasuki dunia kerja



3. Membandingkan teori-teori yang Praktikan peroleh dari perguruan tinggi

dengan praktik kerja secara langsung
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain:

1. Menghasilkan tenaga kerja yang dapat memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja
saat ini

2. Menambah wawasan baru mengenai suatu bidang pekerjaan yang berada
pada kondisi yang benar-benar nyata dalam perusahaan

3. Menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas karena
memiliki pengetahuan, keterampilan serta keahlian sesuai dengan
perkembangan yang ada saat ini

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan dalam melaksanakan
tugas sehingga dapat diharapkan menjadi lulusan yang siap pakai di

dunia kerja

. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan di antaranya:
1. Bagi Mahasiswa
a. Menambah pengetahuan bagi praktikan mengenai penerapan teori
yang didapat dalam proses perkuliahan dengan praktik langsung di
lapangan
b. Meningkatkan keterampilan kerja untuk menciptakan dan

menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme



serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan
ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya
c. Mengetahui secara langsung situasi di dunia kerja
2. Bagi Fakultas
a. Meningkatkan kualitas SDM lulusan fakultas
b. Mempererat hubungan kerjasama antara fakultas dengan instansi
tempat praktik kerja lapangan
c. Dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang timbul sehingga
dapat menyempurnakan kurikulum menjadi semakin baik
3. Bagi Instansi
a. Praktikan dapat membantu pekerjaan di instansi atau kementerian
tempat praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan
b. Terjalinnya hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara
instansi/kementerian dengan lembaga perguruan tinggi, serta
menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan
dan bermanfaat
c. Adanya realisasi dan misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial

kelembagaan instansi/kelembagaan

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di KEMENKOP UKM
Rl (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia) yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 3-4 Kuningan



Jakarta Selatan.

KEMENKOP UKM RI merupakan kementerian yang membantu
Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pemilihan KEMENKOP UKM RI sebagai tempat PKL oleh pratikan
karena pratikan menilai KEMENKOP UKM RI merupakan salah satu
kementerian yang ada di Indonesia yang mengkoordinasi kebijakan yang
berkaitan dengan koperasi dan sesuai dengan program studi praktikan yaitu
pendidikan ekonomi koperasi sehingga praktikan dapat banyak belajar

langsung dari kementerian ini.

. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan
Waktu praktik kerja lapangan dilaksanakan kurang lebih selama satu
bulan, terhitung pada tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 6 Februari 2014.
Adapun rincian tahapannya, sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi
dibolenkan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di berbagai
kementerian Republik Indonesia, lembaga keuangan baik bank maupun
non bank. Hal ini memberikan praktikan kesempatan dalam menentukan
pilihan tempat praktik kerja lapangan. Dalam Tahap persiapan praktikan
mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai kementerian

yang mempunyai lowongan magang dan yang bersedia menerima



mahasiswa untuk dapat melaksanakan praktik kerja lapangan, dan
akhirnya praktikan menemukan informasi bahwa KEMENKOP UKM RI
bersedia menerima praktikan untuk dapat melaksanakan kegiatan praktik
kerja lapangan di deputi tersebut.

Setelah itu praktikan mengurus berbagai macam administrasi di
universitas, yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas dalam
melaksanakan PKL di tempat tersebut.

Setelah memperoleh surat-surat dan berkas yang dibutuhkan
selanjutnya praktikan mengajukan lamaran kepada KEMENKOP UKM RI
yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2014.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan kurang lebih
selama satu bulan, terhitung sejak tanggal 6 Januari sampai dengan
tanggal 6 Februari 2014, dengan pelaksanaan kerja mulai hari Senin
sampai dengan hari Jumat. Pada hari Senin sampai dengan Kamis
pelaksanaan kerja pukul 08.00-16.00 WIB dan waktu istirahat pukul
12.00-13.00 WIB. Sedangkan untuk hari Jumat pelaksanaan kerja mulai
pukul 08.00-16.30 dan waktu istirahat pukul 11.30-13.00 WIB. Jadi total
efektifitas kerja dalam satu hari selama 7 jam.

3. Tahap Pelaporan

Praktikan mulai menulis dan menyusun laporan saat memasuki

masa akhir semester (0100) berjalan, tepatnya pertengahan bulan Maret

2014 dan kemudian dilaporkan pada bulan September 2014.



Tabel 1 : Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan

Tahun 2014

Bulan Tahap | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |Jun | Jul |Agst| Sept

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

Data diolah oleh praktikan
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Profil Kelembagaan

1.

Sejarah Berdirinya KEMENKOP UKM RI

Periode Sebelum Kemerdekaan

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali
oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada
tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri dan
diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo
memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki
kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de
Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe
Cooperatiev.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan
untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha
pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia
yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat
ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas
dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan
dan pengembangan koperasi.

Tahun 1930, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan

8



Koperasi yang keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan
diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi,
tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Notaris. Namun, pada tahun 1935,
Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken,
dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische
Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi
Penasehat.

Jawatan Koperasi pada tahun 1939 dipisahkan dari Afdeeling
Algemeene Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri
menjadi Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak
hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi
meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.

Keberadaan  jawatan  koperasi mulai  dipengaruhi  oleh
kependudukan Jepang pada tahun 1942. Saat ini jawatan koperasi diubah
menjadi SYOMIN KUMIAI TYUO DJIMUSYO dan Kantor di daerah
diberi nama SYOMIN KUMIAI DJIMUSYO.

Pada tahun 1944 didirikan JUMIN KEIZAIKYO (Kantor
Perekonomian Rakyat) Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan
nama KUMAIKA, tugasnya adalah mengurus segala aspek yang

bersangkutan dengan Koperasi.

Periode Setelah Kemerdekaan

Pada tahun 1945 Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi
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serta Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran
dan tahun 1946 Urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada
Jawatan Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri
mengurus soal koperasi.

Jawatan Koperasi pada tahun 1947 — 1948 dibawah pimpinan R.
Suria Atmadja, pada masa ini ada suatu peristiwa yang cukup penting
yaitu tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi mengadakan Kongres di
Tasikmalaya dan hasil Kongres menetapkan bahwa tanggal 12 Juli
dinyatakan sebagai Hari Koperasi.

Pusat Jawatan Koperasi RIS berada di Yogyakarta pada tahun
1949, bertugas mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa
daerah lainnya. Tugas pokok yang dihasilkan telah melebur Bank dan
Lumbung Desa dialihkan kepada Koperasi. Pada tahun yang sama yang
diundangkan dengan Regeling Cooperatieve 1949 Ordinasi 7 Juli 1949
(SBT. No. 179). Jawatan Koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta
digabungkan dengan Jawatan Koperasi RIS, bekedudukan di Jakarta
pada tahun 1950.

Hingga tahun 1954 Pembina Koperasi masih tetap diperlukan oleh
Jawatan Koperasi dibawah pimpinan oleh Rusli Rahim. Lalu tahun 1958
Jawatan Koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran.
Kemudian Perkoperasian pada tahun 1960 dikelola oleh Menteri
Transmigrasi  Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa

(TRANSKOPEMADA), dibawah pimpinan seorang Menteri yang
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dijabat oleh Achmadi.

Tahun 1963 Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi
dan tetap dibawah pimpinan Menteri Achmadi. Lalu tahun 1964
Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan
Koperasi dibawah pimpinan Menteri ACHMADI kemudian diganti oleh
Drs. Achadi, dan Direktur Koperasi dibawah pimpinan seorang Direktur

Jenderal yang bernama Chodewi Amin.

Periode Tahun 1966 - 2014

Dalam tahun 1966 Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri,
dan dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen
Koperasi dirubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi
dibawah pimpinan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan
Direktur Jenderal Koperasi dijabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono (dari tahun
1960 s/d 1966).

Pada tahun 1967 diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian tanggal 18 Desember 1967.
Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status
Direktorat Jenderal. Mendagri dijabat olenh Basuki Rachmad, dan
menjabat sebagai Dirjen Koperasi adalah Ir. Ibnoe Soedjono.

Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen
Dalam Negeri, digabungkan kedalam jajaran Departemen Transmigrasi

dan Koperasi pada Tahun 1968, dan penetapannya berdasarkan
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Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tentang Susunan Organisasi
Departemen dan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor
120/KTS/ Mentranskop/1969 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan
Fungsi Susunan Organisasi berserta Tata Kerja Direktorat Jenderal
Koperasi.

Menjabat sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini, sedangkan
Dirjen Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan pada
tahun 1974 yaitu digabung kedalam jajaran Departemen Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Koperasi, yang ditetapkan berdasarkan: Keputusan
Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan Instruksi
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : INS-
19/MEN/1974, tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi
tidak ada perubahan (tetap memberlakukan Keputusan Menteri
Transmigrasi Nomor : 120/KPTS/Mentranskop/1969) yang berisi
penetapan tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi.
Menjabat sebagai Menteri adalah Prof. DR. Subroto, adapun Dirjen
Koperasi tetap Ir. Ibnoe Soedjono.

Pada tahun 1978 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam
Departemen Perdagangan dan Koperasi, dengan Drs. Radius Prawiro
sebagai Menterinya. Untuk memperkuat kedudukan koperasi dibentuk

pula Menteri Muda Urusan Koperasi, yang dipimpin oleh Bustanil
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Arifin, SH. Sedangkan Dirjen Koperasi dijabat oleh Prof. DR. Ir.
Soedjanadi Ronodiwiryo. Namun, dengan berkembangnya usaha
koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi dan ditanggulangi,
koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat
kedudukan dalam pembangunan, maka pada Kabinet Pembangunan IV
Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi,
melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983, tanggal 23 April
1983.

Tahun 1991 melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991,
tanggal 10 September 1991 terjadi perubahan susunan organisasi
Departemen Koperasi yang disesuaikan keadaan dan kebutuhan. Dan 1
tahun kemudian yaitu tahun 1992 diberlakukan Undang-undang Nomor :
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, selanjutnya mancabut dan tidak
berlakunya lagi Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1967 tentang Pokok-
pokok Perkoperasian.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 96 Tahun 1993, tentang
Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah
terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi
menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal ini
merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara
fundamental golongan ekonomi Kkecil sebagai suatu kesatuan dan

keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang
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perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja.

Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka
diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi
dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu
Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi
Pedesaan, Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal
tersebut tahun 1996 telah diadakan perubahan dan penyempurnaan
susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal
dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung.

Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998,
tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah
terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil,
hal ini merupakan penyempurnaan yang Kkritis dan strategis karena
kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam
mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh,
kuat bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan
bebas/era globalisasi yang penuh tantangan.

Sedangkan melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10
November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan PK

diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan
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Menengah.

Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000,
maka ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan
Pengusaha Kecil Menengah. Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000
tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen. maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya
Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM).

Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23
November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Menteri
Negara Koperasi dan PKM diubah menjadi Menteri Negara Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember
2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka
Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13

September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka
Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil
Menengah dibubarkan.

Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Menteri Negara, maka
Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg,
Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga tahun

2004 sekarang ini.*

2. Dasar Hukum

Terbentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

berdasarkan:

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Menteri Negara.

! http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34 (diakses
pada Minggu 11 Mei 2014 pukul 16.00 WIB)
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e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara
Koperasi dan UKM.

f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia.

Tujuan
Menjadikan KUMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam

perekonomian nasional yang berdaya saing.

Visi dan Misi

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian
Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas
membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah
merumuskan  kebijakan dan  mengkoordinasikan  perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan koperasi
dan UMKM di Indonesia. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan

fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi,
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yaitu: Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk
mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka
meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian.

Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah:
Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui
perumusan  kebijakan nasional; pengkoordinasian  perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang
koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi dan peran aktif
masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas,
daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis,

berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.

B. Struktur Organisasi

MENTERI KOFERASI

SEKRETARISNEGARA

|KEPALA BIRO PERENCANAAN

STAFF AHLI

1.5A MENEG BIDANG HUBUNGAN ANTARLEMEAGA

2.5A MENEG BIDANG PENERAPAN NILAI DASAR KOPERASI
3.5A MENEG BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL {KEFALA BIRO KEUANGAN
4.5A MENEG BIDANG FEMANFAATAN TEKNOLOGI L KEFALA BIRO UMUM
5.5A MENEG BIDANG FENGEMEANGAN IKLMIM USAHA & KEMITRAAN

INSFEKTORAT

[ T T I T 1
DEFUTI I DEPUTINI DEPUTI I DEFUTIV DEFUTI VI DEFUTIVII

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Sumber: http://www.depkop.go.id/
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Pelaksanaan kegiatan di kementerian dilakukan atas perintah menteri
koperasi dengan staff ahli menteri koperasi di bidang hubungan antar
lembaga, penerapan dasar negara, hubungan internasional, pemanfaatan
teknologi, dan pengembangan iklim dan kemitraan yang mempunyai tugas
menelaah mengenai masalah sesuai dengan bidangnya. Sekretaris negara
bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM, yang meliputi
koordinasi, perumusan kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM
dan penyelenggaraan pengelolaan serta pelayanan administratif kepada
seluruh unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Sedangkan inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas seluruh unit
kerja di lingkungan Komenterian Koperasi dan UKM.

Dalam kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, terdapat
7 (tujuh) deputi yang masing-masing menangani bidang yang berbeda, yaitu:
1. Deputi I Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM

Deputi ini bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil
dan menengah yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan
pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan
KUMKM di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.
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2. Deputi Il Bidang Produksi
Deputi ini bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang produksi yang meliputi perumusan,
koordinasi, perencanaan, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi
teknis pemberdayaan KUMKM di bidang produksi.

3. Deputi 11l Bidang Pembiayaan
Deputi ini bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan yang meliputi, perumusan,
koordinasi,  perencanaan dan  pengembangan  kebijakan  dan
penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang
Pembiayaan.

4. Deputi IV Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
Deputi ini bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha yang
meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan, pengembangan kebijakan
dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di bidang
pemasaran dan jaringan usaha.

5. Deputi V Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Deputi ini bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
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pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia
yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan, pengembangan
kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di
bidang pengembangan sumber daya manusia.

6. Deputi VI Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
Deputi ini bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha
yang meliputi, perumusan, koordinasi, perencanaan dan pengembangan
kebijakan dan penyelenggaraan fungsi teknis pemberdayaan KUMKM di
bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

7. Deputi VII Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM
Deputi ini bertugas membantu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian sumberdaya usaha kecil
menengah dan koperasi yang meliputi, perumusan, koordinasi,
perencanaan, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi teknis
pemberdayaan KUMKM di bidang pengkajian sumberdaya usaha kecil

menengah dan koperasi.

C. Kegiatan Umum Instansi
Adapun rumusan tugas Kementerian Koperasi dan UKM ialah membantu

Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang
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Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan rincian tugas:

a. merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan
usaha kecil menengah

b. mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana
dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan
usaha kecil menengah.

c. meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil
menengah.

d. mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan
sumberdaya ekonomi rakyat.

e. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden

Sedangkan wewenangnya yaitu:

a. menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung
pembangunan secara makro.

b. menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.

C. menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM.

d. membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah Yyang
meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang
KUKM.

e. mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang

disahkan atas nama negara di bidang KUKM.
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menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.
menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.
menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
menerapkan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.
menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem
distribusi bagi KUKM.

memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar KUKM

serta kerjasama dengan badan lainnya.
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PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Selama melaksanakan

Praktik Kerja Lapangan

(PKL) di

Kementerian Koperasi dan UKM, Praktikan ditugaskan di Asisten Deputi

(Asdep) Urusan Peraturan

Perundang-Undangan

Deputi

Kelembagaan. Berikut adalah bagan penempatan praktikan bertugas.

STAFF AHLI

1. SAMENEG BIDANG HUEUNGAN ANTARLEMEAGA
2.SAMENEG BIDANG FENERAFAN NILAI DASAR KOPERASI
3.5A MENEG BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

4.5A MENEG BIDANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI

5.5A MENEG BIDANG PENGEMBANGAN IKLMIM USAHA & KEMITRAAN

INSFEKTORAT
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Gambar 3.1 Penempatan Praktikan pada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM

Sumber: http://www.depkop.go.id/

Pada Asdep Urusan Peraturan Perundang-Undangan praktikan

diberikan kesempatan untuk mengerjakan beberapa tugas yang berkaitan

dengan pengaturan dalam berkoperasi.

Selain itu,

praktikan juga

mengerjakan tugas lain yang ada di Asdep Urusan Peraturan Perundang-

Undangan. Tugas yang dijalankan selama praktikan PKL ada yang relevan

dengan konsentrasi praktikan yaitu pendidikan koperasi dan ada yang
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tidak. Adapun tugas-tugas relevan yang praktikan lakukan adalah sebagai

berikut:

1. Membuat matriks rekomendasi klarifikasi peraturan daerah yang
menghambat pengembangan koperasi dan UMKM tahun 2014.

2. Menginput daftar nama koperasi beserta alamat kantor cabang dan
kantor cabang pembantu.

3. Mengetik dokumen-dokumen lain yang terkait dengan perkoperasian.

Sedangkan tugas-tugas yang tidak relevan meliputi sebagai berikut:

1. Mengikuti rapat dan menjadi notulis hasil rapat

2. Mendata dan mencatat surat masuk untuk Asisten Deputi pada Deputi
Bidang Kelembagaan KUKM

3. Menginput buku di perpustakaan Deputi Bidang Kelembagaan KUKM

. Pelaksanaan Kerja
Praktikan langsung melaksanakan pekerjaan pada hari pertama
praktik kerja lapangan di Asdep Urusan Peraturan Perundang-Undangan
Deputi Bidang Kelembagaan KEMENKOP UKM dalam hal pengaturan
berkoperasi, meliputi:
1. Membuat matriks rekomendasi klarifikasi peraturan daerah yang
menghambat pengembangan koperasi dan UMKM tahun 2014.
Dengan adanya Undang-Undang Koperasi yang baru yaitu Undang-
Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka peraturan

yang dibuat tentang perkoperasian harus diubah dan sesuai dengan



26

undang-undang yang baru. Praktikan ditugaskan oleh Kepala Bidang
Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi
untuk mencari peraturan-peraturan daerah di internet yang terkait
dengan koperasi dan UKM dan membuat matriks Klarifikasinya
dengan menggunakan program Microsoft Word 2007 di komputer
Kementerian Koperasi dan UKM. Praktikan melaksanakan tugas ini
selama delapan hari.

Berikut adalah alur pelaksanaan tugas oleh Praktikan.

Mengumpulkan peraturan daerah yang terkait dengan koperasi.

Membuat matriks (tabel) yang terdiri dari nomor, nama perda, materi yang diatur,
pengaturan, dan rekomendasi.

Membaca dan menganalisis perda per Pasal dan per Bab

Mengisi kolom matriks dengan nama Perda, misal Peraturan Daerah Kabupaten
Lebong Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi

Mengisi kolom materi yang diatur misal objek rertribusi

Mengisi kolom pengaturan yang terindikasi tidak sesuai dengan undang-undang
koperasi yang baru

Mengusulkan untuk diklarifikasi karena tidak sesuai dengan undang-undang berikut
alasannya

Setelah diklarifikasi, Kepala Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan Koperasi memeriksa dan usulan ini dikirim kepada Pemda untuk diubah

Gambar 3.2 Alur Pembuatan Matriks Rekomendasi Klarifikasi Peraturan Daerah
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2. Menginput daftar nama koperasi beserta alamat kantor cabang dan

kantor cabang pembantu.
Sebagai pembantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan
koordinasi kebijakan di bidang Koperasi dan UKM, Kementerian
Koperasi dan UKM harus mendata koperasi-koperasi yang ada di
Indonesia agar kementerian mengetahui berapa banyak koperasi yang
sudah berdiri beserta kantor cabang dan kantor cabang pembantunya.
Untuk itulah praktikan menginput nama-nama Kkoperasi Yyang
diberikan oleh staff asdep urusan peraturan perundang-undangan
dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007 yang ada di
komputer Kementerian Koperasi dan UKM. Data yang Praktikan
input meliputi nama koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, tahun
permohonan pendirian kantor cabang; nomor dan tanggal surat
keputusan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan
kantor kas; serta alamat kantor pusat, alamat kantor cabang, alamat
kantor cabang pembantu, dan alamat kantor kas. Praktikan
melaksanakan tugas tersebut selama enam hari.

3. Mengetik dokumen-dokumen lain yang terkait dengan perkoperasian.
Dalam melaksanakan PKL, selain membuat matri klarifikasi dan
menginput nama koperasi, praktikan juga membuat alur pendirian
koperasi pada komputer dengan program Microsoft Word 2007 di
komputer Kementerian Koperasi dan UKM. Praktikan juga membuat

alur perubahan anggaran dasar dan mengetik materi penelitian aksi
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partisipatif untuk digunakan dalam keperluan kegiatan Kementerian
Koperasi dan UKM.

Mengikuti rapat dan menjadi notulis hasil rapat

Selama praktik kerja lapangan, praktikan diikutsertakan dalam rapat-
rapat yang diadakan deputi bidang kelembagaan. Rapat pertama yang
praktikan ikutsertakan yaitu rapat konsultasi/ koordinasi komisi Il
DPRD Kabupaten Gorontalo kepada Deputi Bidang Kelembagaan
Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2014. Rapat ini
merupakan kunjungan pertama di Deputi Kelembagaan pada tahun
2014 oleh DPRD vyang ada di Indonesia. Tujuan komisi 1l DPRD
Kabupaten Gorontalo berkunjung ialah untuk melaporkan hal yang
berkaitan dengan perkoperasian yang ada di Kabupaten Gorontalo
selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, praktikan juga mengikuti
rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
perkoperasian, dan lainnya. Setelah rapat selesai, praktikan membuat
notulen hasil rapat tersebut pada program Microsoft Word 2007 di
komputer Kementerian Koperasi dan UKM.

Mendata dan mencatat surat masuk untuk Asisten Deputi pada Deputi
Bidang Kelembagaan KUKM

Deputi Bidang Kelembagaan menyiapkan perumusan kebijakan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan
usaha kecil dan menengah yang meliputi perumusan, koordinasi,

perencanaan dan pengembangan kebijakan dan pelaksanaan fungsi
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teknis pemberdayaan KUMKM di bidang Kelembagaan Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah. Deputi ini membutuhkan kerjasama
dengan pihak lain baik dari sesama kementerian, pemerintah daerah
ataupun instansi lainnya. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran
informasi, perintah/arahan, dan undangan-undangan rapat. Untuk itu,
praktikan mendata dan mencatat sejumlah surat yang masuk tersebut
yang ditujukan untuk para Asisten Deputi dan para Kepala Bidang.
Praktikan melaksanakan tugas ini hamper setiap hari. Dengan alur

pencatatan sebagai berikut.

Praktikan mendata dan Pratikan menyerahkan surat

Surat diterima oleh staff mencatat surat tersebut di

. - R . tersebut kepada asdep-

bagian administrasi Deputi buku surat masuk (tanggal, ) :
) asdep dan kabid-kabid yang
Bidang Kelembagaan nomor surat, asal surat, . i
. ) ada di Deputi Bidang
Kemenkop dan UKM perihal dan siapa yang
dituju) Kelembagaan

Gambar 3.3 Alur Proses Pencatatan Surat Masuk

Menginput buku di perpustakaan Deputi Bidang Kelembagaan KUKM
Praktikan dalam praktik kerja lapangan menginput buku-buku yang
ada di deputi bidang kelembagaan. Staff Asdep Peraturan perundang-
Undangan men-scan cover buku-buku tersebut lalu praktikan
mendatanya muali dari judul buku, asal buku, pengarang/penerbit,

sampai pada tahun terbit.
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C. Kendala yang Dihadapi

Saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KEMENKOP UKM
Rl pada Deputi Bidang Kelembagaan, praktikan mengalami kendala-
kendala yang menggangu kelancaran pekerjaan.

Dalam proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan
selalu berusaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, yakni selesai
tepat pada waktunya dan dengan hasil yang baik.

Adapun kendala-kendala yang praktikan alami selama pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan, adalah sebagai berikut:

1. Kendala Internal
a. Pengetahuan praktikan yang minim dalam membuat matriks
rekomendasi klarifikasi peraturan daerah
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan
jarang membuka dan membaca peraturan-peraturan daerah terkait
perkoperasian, sehingga, saat Praktikan diminta membuat
rekomendasi klarifikasi praktikan mengalami kesulitan. Saat
Praktikan Praktik Kerja Lapangan, terdapat UU koperasi yang baru
yaitu UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, walaupun
pada bulan Mei 2014 UU tersebut dibatalkan. Dengan adanya UU
tersebut segala yang terkait dalam perkoperasian harus sesuai
dengan UU yang baru. Untuk itu, para pemerintah daerah yang
menetapkan peraturan terkait koperasi harus menyesuaikan UU

yang baru itu dan Praktikan diminta untuk membuat matriks
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rekomendasi klarifikasi dari peraturan daerahnya yang kemudian
pihak kementerian akan menyampaikan rekomendasi klarifikasi
tersebut pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Namun
karena terbatasnya pengetahuan praktikan tentang peraturan-
peraturan daerah dan undang-undang yang ada, maka praktikan
terkendala dalam mengerjakan usulan klarifikasi tersebut.
b. Komunikasi yang kurang efektif

Komunikasi adalah jalan untuk mendapat informasi dan
pengetahuan. Komunikasi penting dalam melaksanakan tugas yang
diberikan. Tempat praktikan Praktik Kerja Lapangan merupakan
suasana baru bagi praktikan. Tentunya cara berkomunikasi
praktikan harus sesuai dengan cara komunikasi para pegawai
tempat Praktik Kerja Lapangan. Untuk itu, komunikasi yang
kurang efektif pun terjadi karena praktikan belum mengenal dekat
para pegawai dan kurang leluasa dalam berbicara dengan mereka.

2. Kendala Eksternal
a. Tata ruang kantor yang belum tersusun dengan rapi

Deputi Bidang Kelembagaan terletak di lantai 4
Kementerian Koperasi dan UKM. Ada Deputi Bidang
Kelembagaan dibagi menjadi beberapa Asisten Deputi (Asdep).
Pemisahan meja untuk staff setiap Asdep hanya diberi pembatas
atau sekat dengan menggunakan lemari buku sekaligus sebagai

perpustakaan. Karena minimnya tempat tersebut, maka tatanan
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ruang menjadi terlihat kurang rapi ditambah dengan masih
banyaknya buku yang belum ditempatkan di tempat yang sesuai

menjadi penghambat produktivitas praktikan.

D. Cara Mengatasi Kendala
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, maka usaha-usaha
yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut:
1. Cara Mengatasi Kendala Internal
a. Pemahaman praktikan yang minim dalam membuat matriks
rekomendasi klarifikasi peraturan daerah
Pengembangan sumber daya manusia adalah penyiapan
manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab lebih
tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Dalam buku berjudul
Personel Management karangan Filippo, digunakan istilah
‘pengembangan’ untuk usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan
keterampilan karyawan.?
Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012)
pengembangan berarti “proses menterjemahkan atau
menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur
fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses
menghasilkan bahan-bahan pembelajaran.”
Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno,
2012), “pengembangan memusatkan perhatiannya tidak

hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas
tentang analisis awal-akhir, seperti analisi kontekstual.

? Samsudin Sadili, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 107
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Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk
berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.”?

Untuk itu, dalam mengatasi kendala minimnya pengetahuan
praktikan mengenai pembuatan matriks Klarifikasi peraturan
daerah, selain praktikan dibantu oleh pegawai kementerian dalam
membuatnya, praktikan melakukan studi pustaka untuk
meningkatkan pengetahuan di perpustakaan di Dep. Bid.
Kelembagaan yang terdapat di lantai 4. Hal ini dilakukan
praktikan karena faktor individu merupakan modal penting untuk
meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan kualitas

kinerja praktikan khususnya dalam program PKL ini.

b. Komunikasi yang kurang efektif

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan
atau konsep dari seseorang kepada orang lain.* Untuk membangun
hubungan kerja yang baik, kita harus tahu bagaimana cara
berkomunikasi efektif sehingga timbul rasa saling percaya dan
mendukung antar sesama rekan kerja. Kita dituntut untuk dapat
bersifat terbuka dan mau mendengarkan orang lain agar terjalinnya

komunikasi efektif. Komunikasi akan efektif jika:

8 http://eprints.uny.ac.id/9378/3/BAB%202%20-%2007601241082.pdf (diakses pada Senin 18 Agustus

2014 pukul 15.43 WIB)

4 Ndraha Taliziduhu, Pengantar Teori Pengembangan Sumbet Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta,

1999), hal.161


http://eprints.uny.ac.id/9378/3/BAB%202%20-%2007601241082.pdf�
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1.Pesan diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud
oleh pengirimnya,
2.Pesan disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan
perbuatan yang diminta oleh pengirim,
3.Tidak ada hambatan untuk melakukan apa yang seharusnya
dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim.>
Miller Onong mengemukakan bahwa: “Komunikasi adalah
proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk
memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara
lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media).®
Dengan komunikasi yang efektif tersebut, akan terjalin
hubungan yang baik antara Praktikan dengan pegawai
kementerian. Praktikan juga berusaha melakukan pendekatan
dengan melakukan komunikasi pada saat waktu luang agar

mendapat pengetahuan yang lebih dan membagi pengalaman

kepada praktikan.

2. Cara Mengatasi Kendala Eksternal
a. Tata ruang kantor yang belum tersusun dengan rapi

Menurut George Terry yang disadur pula oleh The Liang
Gie menyatakan, “Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai
kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci
dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis
darifaktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja
perkantoran dengan biaya yang layak” (1988:200).”"

> Hardjana Agus M., Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 40
® Nuraida, lda. 2008. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius Halaman: 47
" http://www.scribd.com/doc/76699587/Definisi-Tata-Ruang (diakses pada Senin 18 Agustus 2014 pukul

15.43 WIB)


http://www.scribd.com/doc/76699587/Definisi-Tata-Ruang�
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Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan “Tata ruang
kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat
perlengkapan pada luas lantai yang tersedia”.® Tata ruang kantor
disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor sehingga perencanaan
ruangan kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan
produktifitas. Pengaturan tata ruang kantor yang baik akan
mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena
berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu, menjamin
kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan, memungkinkan
pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai
tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-
banyaknya, dan mencegah para pegawai di bagian lain terganggu
oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu.

Rak buku yang adapun lebih baik ditempatkan disatu
tempat atau ruangan agar dalam pencarian buku lebih mudah dan

terlihat lebih rapi.

% 1bid



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan merupakan program Universitas Negeri
Jakarta untuk memiliki gambaran lebih komprehensif mengenai dunia
kerja bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sekaligus memberikan
kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. Dengan
mengikuti program Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan mahasiswa
dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi
lingkungan dunia tenaga kerja yang ada sebagai upaya-upaya untuk
mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu persyaratan kelulusan
di Universitas Negeri Jakarta untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan
(S.Pd.). Dalam Praktik Kerja Lapangan praktikan menerapkan dan
membandingkan ilmu yang telah diajarkan selama perkuliahan.

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Asdep
Urusan Perundang-Undangan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selama kurang lebih satu bulan,
yaitu pada tanggal 6 Januari sampai dengan 6 Februari 2014. Dengan
Praktik Kerja Lapangan tersebut mahasiswa memperoleh pengetahuan dan

pengalaman baru yang sangat berharga untuk terjun dalam dunia kerja

36
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setelah lulus dari universitas.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertugas
membantu Presiden dalam merumuskan Kkebijakan dan koordinasi
kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Praktikan saat melakukan Praktik Kerja Lapangan ditempatkan di
Asdep Urusan Perundang-Undangan Deputi Bidang Kelembagaan yang
melakukan pekerjaan pengetikan dokumen-dokumen tertentu, input data
serta membantu pembuatan matrik rekomendasi Kklarifikasi peraturan
daerah.

Dengan adannya Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat
mengetahui bagaimana sistematika bekerja di sebuah organisasi
pemerintahan. Di samping itu, praktikan juga mendapat tambahan
wawasan mengenai tugas pokok Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah.

B. Saran
1. Bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
a. Ruang antar Asdep tidak hanya dibatasi oleh lemari tetapi bisa
dengan pembatas semi permanen.
b. Memberikan satu ruangan khusus untuk buku-buku yang ada.
c. Buku disatukan sesuai dengan tema yang sama agar bila ada yang

mencari buku, maka akan mudah untuk mencarinya.
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2. Bagi Pratikan

a.

Harus lebih giat lagi untuk mempelajari peraturan-peraturan
pemerintah baik pusat maupun daerah terutama yang berkaitan
dengan koperasi dan UMKM.

Membangun komunikasi yang efektif dengan pegawai agar terjalin
rasa percaya dan saling mendukung untuk kelancaran kerja.

Cepat tanggap dengan keadaan lingkungan yang baru.

3. Bagi Mahasiswa

a.

Mencari tempat PKL sebaiknya pengajuan ke tempat yang dituju
dilakukan 1-2 bulan sebelum pelaksanaan PKL.

Mengajukan ke beberapa tempat yang berbeda jika tempat yang
dituju itdak menerima.

Menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di tempat
PKL dan menjaga nama baik universitas.

Mahasiswa hendaknya lebih mempersiapkan diri baik dari segi
mental maupun kemampuan dan keterampilan sebelum melakukan

PKL.

4. Bagi Universitas

a. Sebaiknya pihak universitas khususnya pihak fakultas melakukan

sosialisasi yang lebih aktif mengenai Praktik Kerja Lapangan

kepada mahasiswa.
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b. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang sesuai antara jurusan dengan
bidang kerja mahasiswa sehingga mahasiswa dapat dengan mudah
dan siap terjun dalam dunia kerja.

c. Hendaknya fakultas tetap menjaga hubungan kerjasama dengan
perusahaan atau instansi pemerintah untuk dapat menempatkan
mahasiswanya dalam melaksanakan PKL sahingga mahasiswa

tidak kesuliltan dalam mencari tempat PKL.
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1.SAMENEG BIDANG HUBUNGAN ANTARLEMBAGA
2.5AMENEG BIDANG FENERAFAN NILAI DASAR KOFERASI
3.SAMENEG BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
4.5AMENEG BIDANG FEMANFAATAN TEKNOLOGI

5. 5AMENEG BIDANG PENGEMEANGAN IKLMIM USAHA & KEMITRAAN

INSFEKTORAT

SEKRETARISNEGARA
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Surat Permohonan Izin PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR 1: 4895130, PR 1T : 4893918, PR 111 : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4739081, BAPSI : 4752180
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4390536, HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id o
Nomor  : 6710/UN39.12/PL/2013 30 Desember 2013
Lamp. L.
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Biro Umum Kementerian Koperasi R,
Jakarta Selatan

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri
Jakarta :

Nama . Ratri Purwasih
Nomor Registrasi . 8105118049
Program Studi . Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Untuk Mengadakan : Praktek Kerja Lapangan

Di : Kementerian Koperasi R,
JI. HR. Rasuna Said, Kav.3-4, Kuningan, .Jakarta Selatai

Guna mendapatkan data yang diperiukan dalam rangka Memenuhi Tugas Mata Kulian
Praktek Kerja Lapangan.

Altas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

pala Biro Administrasi

o

Tembusan : QT
1. Dekan Fakultas Ekonomi A i)_'(/f 5
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Administragire——s—"




Lampiran 4
Surat Penerimaan PKL

|
*
= %_ﬂ
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor - Of ISM.3.1/1/2014 Jakarta, 06 Januari 2013
Lampiran 3 o=
Hal . Permohonan PKL
Kepada Yth.

Kepala Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan
Universitas Negeri Jakarta
di -

Jakarta

Sehubungan dengan surat kepala biro Administrasi Akademik dan
kemahasiswaan Nomor : 67 10/UN39.12/PL/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal
Permohaonan Izin praktek kerja lapangan pada Kantor Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah atas nama

Nama . Ratri Purwasih
NIM . 8105118049
Jurusan . Ekonomi dan Administrasi

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat
menyetujui permohonan dimaksud untuk ditempatkan pada Deputi Bidang
Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang telah
kami programkan selama 22 hari kerja terhitung mulai tanggal 06 januari 2014
sampai dengan 06 Februari 2014.

Perlu kami informasikan bahwa selama melaksanakan praktek Kerja
Lapangan mahasiswa harus menaati semua peraturan yang ada di Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan

terima kasih.
“Brs Barn “-'r‘iJSunaryo, MM A~
“NiP. 719839703 199303 1 001
Tembusan : S

1.Deputi Bidang Kelembagaan;
2 Kepala Biro Umum.

JI, H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kotak Pos 177, 621, 384, Telp. 5204366-74, 52992777, 52992999, 52992885 Fax, 5204383
hitp:/fwww.depkop.go.id E-mail:datin@depkop.go.id Jakarta 12940
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Lampiran 5
Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
Nomor : (6 IKET/SM.3.1/11/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Drs. Bambang Sunaryo, MM
MR- : - 19830703-199303 1-001
Jabatan : Kepala BagianTata Usaha

Kementerian Koperasi dan UKM
JI.HR. Rasuna Said Kav.3-4 Kuningan Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ratri Purwasih

NIM . 8105118049

Jurusan :  Ekonomidan Administrasi

Fakultas : Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Alamat : JI. Rawamangun muka, Jakarta 13220

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan magang pada Deputi Bidang
Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada
tanggal 06 Januari2014 sampaidengan 06 Februari 2014 dengan Prestasi baik.

Jakarta, 13 Februari 2014

g Sunaryo, MM
198303 1 001
Tembusan :

Kepala Biro Umum

JI. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kotak Pos 177, 621, 384, Telp. 5204366-74, 52992777, 52992999, 52992885 Fax. 5204383
http://www.depkop.go.id E-mail:datin@depkop.go.id Jakarta 12940



Lampiran 6
Daftar Hadir PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax:(021) 4706285
www.unj.ac.id/fe

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
... SKS

Nama

No. Registrasi

Program Studi . 2
TempuPrdate o JevEntieion kopiros) sln Uik
Alamat Praktik/Telp : HRF‘MWF(Q'NL&QZ‘-ZHCF [LUthf)(\r'l Jake - fe (
NO HARI/TANGGAL PARAF KETERANGAN
R
. 2:
3;
4,
3.
6. [4 Jonvert 2014
7. Libvr Mow tid
8. Mepi
9, Muhe mmcd S
10.
11.
12,
13.
14,
15.
ol N

Format ini dapat diperbanyak sesual kebutuhan
Mofion legalitas dengan m il cap I i i}
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Daftar Hadir PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
..%...SKS

Nama LBl Pucwesty,

No. Registrasi S Qogn ﬂo%

Program Studi

Tempat Praktik

Alamat Praktik/Telp :
NO HARI/TANGGAL PARAF KETERANGAN
L | .Senwn . 29 Jenwe: ZoOT3 7 155;
2 Serage, B Jonvowr 2014 ! 2@"
3.
a, 3) Jonvarci 2014
5. Libur imlek
e
5. | Kooy, § Feprurr 5‘0“* sdj
10.
11
12.
13.
14.
15.

atatan

Format ini dapat diperbanyak sesual kebutuhan
Moaliof legalitas dengan mieiiibiibiihi eap Instansi/Perusaliaai
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Lampiran 7
Lembar Penilaian PKL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax :(021) 4706285
www.unj.ac.id/fe

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PROGRAM SARJANA (81)
Nama
No.Registrasi Yl
Progamswai  : fereliotiken Buerea’
Tempat Praktik . Jamenierion leperasi con ulem

Alamat Prakiik/Telp : HR pesvna fad kev 3 -4 kunihgan Jat -fei

NO ASPEK YANG DINILAT g KETERANGAN
1 | Kehadiran ...1QC.... [1.Keterangan Penilaian :
2 | Kedisiplinan LA90  Iskor Nilai  Predikat
3 | Sikap dan Kepribadian (DC .. | B0-100 A Sangat baik
4 | KemampuanDasar [ ... ';D - L Sk

g5 6069 C Cukup
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas e

X 5559 D Ki
4o urang

6 | Kemampuan Membaca Situasi  dan | .....7\%...
2. Alokasi Waktu Praktik :
Mengambil

2 sks : 90-120 jam kerja efektif
7 | Keputusan 90

3 sks : 135-175 jam kerja
8 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan 9[?— efektif
9 | Aktivitas dan Kreativitas .o b

¢~ | Nilai Rata-rata :
10 Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas ?5 = .

— T e B8
Hasil Pekerjaan 10 (sepuluh)
Nilai Akhir :
1 B e
Angka bulat huruf
Jumlah 950
Catatan :

Mohon legalitas dengan
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JADWAL KEGIATAN PKL
FAKULTAS EKONOMI-UNJ TAHUN AKADEMIK 2014-2015
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BULAN/ Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun [ Jul | Agst | Sept
No'| KEGIATAN
2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
1. | pendaftaran PKL
Kontak dengan
9 Instansi/

" | Perusahaan untuk
penempatan PKL
Surat permohonan

3. | PKL ke Instansi/
Perusahaan

4 Pelaksanaan

" | Program PKL

5 Penulisan

" | Laporan PKL

6 Penyerahan

" | Laporan PKL

7 Koreksi Laporan
" | PKL
Penyerahan

8. | Koreksi Laporan
PKL
Batas akhir

9. | penyerahan

laporan PKL




Lampiran 9
Daftar Kegiatan Harian PKL
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No. | Hari/Tanggal Kegiatan

1 Senin, 06 Januari 2014 Perkenalan dengan pegawai kementerian koperasi
deputi bidang kelembagaan dan mengikuti rapat
koordinasi / konsultasi komisi Il Kabupaten Gorontalo
dengan kementerian koperasi

2 Selasa, 07 Januari 2014 Membuat alur pendirian koperasi dan membuat alur
PAD Koperasi

3 Rabu, 08 Januari 2014 Membuat matriks rekomendasi klarifikasi perda

4 Kamis, 09 Januari 2014 Membuat matriks rekomendasi klarifikasi perda

5 Jumat, 10 Januari 2014 Membuat matriks rekomendasi klarifikasi perda

6 Senin, 13 Januari 2014 Membuat matriks rekomendasi klarifikasi perda

7 Selasa, 14 Januari 2014 Libur maulid nabi Muhammad saw

8 Rabu, 15 Januari 2014 Mendata surat masuk untuk asdep dan membuat
matriks rekomendasi klarifikasi perda

9 Kamis, 16 Januari 2014 Mendata surat masuk untuk asdep dan membuat
matriks rekomendasi klarifikasi perda

10 | Jumat, 17 Januari 2014 Mengikuti rapat harmonisasi Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang perkoperasian dan mengetik
hasil rapat (notulen)

11 | Senin, 20 Januari 2014 Mendata surat masuk untuk asdep dan membuat
matriks rekomendasi klarifikasi perda

12 | Selasa, 21 Januari 2014 Mendata surat masuk untuk asdep dan menginput
daftar nama dan alamat kantor cabang koperasi

13 | Rabu, 22 Januari 2014 Mengikuti rapat harmonisasi RPP tentang
penyelenggaraan perkoperasian di kemenkumham

14 | Kamis, 23 Januari 2014 Mengetik hasil rapat pada Rabu 22 Januari dan
menginput daftar nama dan alamat kantor cabang
koperasi

15 | Jumat, 24 Januari 2014 Mendata surat masuk untuk asdep dan menginput
daftar nama dan alamat kantor cabang koperasi

16 | Senin, 27 Januari 2014 Mendata surat masuk untuk asdep dan menginput
daftar nama dan alamat kantor cabang koperasi

17 | Selasa, 28 Januari 2014 Mendata surat masuk untuk asdep dan menginput
daftar nama dan alamat kantor cabang koperasi

18 | Rabu, 29 Januari 2014 Mengikuti sosialisasi UU Koperasi baru yaitu
UU.17/2012 tentang perkoperasian bersama dengan
KOPMA UNY

19 | Kamis, 20 Januari 2014 Mendata surat masuk untuk asdep dan menginput

daftar nama dan alamat kantor cabang koperasi
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20 | Jumat, 31 Januari 2014 Libur imlek

21 | Senin, 03 Februari 2014 | Menginput daftar nama dan alamat kantor cabang
koperasi dan mengetik materi penelitian aksi
partisipatif

22 | Selasa, 04 Februari 2014 | Menginput buku di perpustakaan

23 | Rabu, 05 Februari2014 | Menginput buku di perpustakaan

24 | Kamis, 06 Februari 2014 | Mengikuti rapat rancangan RPP Rl tentang

penyelenggaraan koperasi di kemenkumham
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Lampiran 10
Screenshoot Rekomendasi Klarifikasi Peraturan Daerah yang Menghambat
Pengembangan Koperasi dan umkm Tahun 2014

< Copy
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REKOMENDASI KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2014

NO NAMA PEHDA MAIERI YANG LIATUH PENGAIURAN HEKUMENDAS]
1 Paraturan Darrah Setiap pelayananpemberiandan | Resamyaretribusiizin mendirikan knperasi Diusulkan  untuk  diklarifikasi
Kabupaten Lebong pengesahan dibidang usaha sebagaiberkut : dengan alasan sebagai berikut :

Momorl8Tahun 205 | perkoperacianyang disediakan

4. Suralldn Pendirien Baden Hukum Koperasi | 1 Penelspan  Lanl  rebibusi

tentang Retribusilzin dan atau diberikan oleh

sehasar pendrian Knperasi
Mendirkan Koperasi Pemerintah Dacrah untuk
Rp. f50.000,_ (tujuh ratus ima puluh nbu bertentangan dengan pasal
dimanfaatkan olah orang pribadi
rupiah] per saly Badan Hubum. 13 ayal (1} Undang:-Undang
atau badan sebagaiizin untuk
j Nomer 17 Tahup 2012
diidang b. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
tentang Perkoperasian yang
usaha koperasi dengan Koperasi sebesar
menyatakan bahwea
berkevajiban melskukan Ry 250.000,- {dya ratus ima puluh iy h
Koperasi memperal
pembayaran retribusikepada rupiah) per satu buah perubahan Anggaran
pengesahan sebagsl badan
Pemerintah Dacrah Dasar.
hukum  setckh  Akta
¢ Daflar Ulang Badan Hukum Koperasisebesar
Pendifan Koperasi diszhkan
Rp. 75.000,-
oleh Menter.
{tujuh pui Ima 1By rugah per satu kel
2. Pengesahan status badan
Daftar Ulang.
hukum koperasi dilakukan
d. PenetapanKlastikasiKoperasisebesar Rp. aleh Menteri yang
oo (s nedah e eiha nineshkloaee hartanamane 1

Page:1 ol M | Worde 2577

@ Qhalt

o Iz | 5] | I 1_ :

| Font ] Farsgraph | styles 5]

Eaning |




54

Lampiran 11
Screenshoot Notulis Hasil Rapat Konsultasi

ﬂ H9-v)e konsultasi komisi I kab.gorantzlo kepada deputi (Compatibilty Mode] - MicrossftWord 0 [E=Ho R

Home 1 Insert  Pagelayout  References  Mailings  Review  View  Acrobat @
34 Find -

& Ccut =
b Times New Roman -1~/ [&° a7 %] daBbCel AaBh( [ABbCAl| AaBbCAl AsBbCcl AaBb( ASBbCL LafiCel & Revtace
S — [B 7 U -abex x aa|¥- A Dy~ [#-||| Emphasis  Heading1 | TNorma b e

Clipboard & Font Paragraph = Styles Editing

Strong Subtitle Title T No Spaci.. Subtle Em.. —

KONSULTASL KOORDINASI KOMISI II DPRD KABUPATEN GORONTALO
KEPADA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN
UKM TAHUN ANGGARAN 2014

Koperasi di Gorontalo saat ini berjumlah sebanyak 327 koperasi. Darn 327
koperasi. sebanyak 230 koperasi masih aktif, adapun yang melaksanakan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) hanya 89 koperasi. Namun demikian ada beberapa koperasi Gorontalo
vang telah d atas pr i dan selalu berk dinasi serta

melakukan konfirmasi dengan Dinas Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang

Perkop vang dirmmuskan K ian Koperasi dan UKM mendapat berbagai

tanggapan, termasuk koperasi-koperasi yang berada di Gorontalo. Koperasi-koperasi
tersebut merasa keberatan mengenai Undang-Undang tersebut karena banyak koperasi
vang melakukan usahanya di berbagai jenis bidang. Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi

harus kan jenis koperasinya, apakah k jenis koperasi k . koperasi
produsen, koperasi jasa, ataukah koperasi simpan pinjam. Hal ini dilakukan agar koperasi
dapat memfokuskan diri pada satu bidang usaha vang nantinya dapat meningkatkan

produktivitas dan kinerja koperasi tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM akan
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Lampiran 12
Screenshoot Hasil Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Perkoperasian

T a - | Mrnas
95 e e =12 g f ET] sopncen AaBh( AaBb{: AaBbCc AsgbccDe AabbeeDr AaBbCel AaBh( | g.:m
3 Format Puinker ||| IRl ek ity n‘-*h*“-‘?:--&--!l E= 3’II| -I a- [ -| | Emghasis  Hesdingl  Heading2  Heading3  THormal  Shong Sublitle Twe . Chnge | e

Gl Feek il Pesgmph &/ &y || Famng

anggotanys sebagai medal untuls menjalanion usaha yang memamuki
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIN INDONESIA aspirasi dan kebunshan bereama 45 bidang skonomi, sosial, dan budars
NOMOR . TAMUN sesusi dengan nilai dan prinsip Keperasi
TENTANG . Parkoperasion adalah sepals sesusm yang menyangiout kehidupan
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN Kaparasi
. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirilean cleh dan baranggotionn
DENGAN FAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA crang parsecrangan.
Koparasi Seluinder adalah  Koparssi yang didirkan olh  dan
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beranggotaion badan buloum Keperasi
. Anggots koperass sdalah swrupakan Peodk des sekaligus peggece
: bahwa ummic ' e 1 o sehar, Jasa Eoperasi.
dir G e leetarmuan Pasal . Fapa: Anggoea ndalah peranghat orgmnisasi Koperasi yang memagang
17 myat {4|, Paeal 77, Pacsl B85 Pazal 111, Paead 113 apat 3] Ewkumsman terbagn dalan Kopereis
dan Pasal 120 spst {3 Undang Undang Nemor 17 Tabun . Penpawas  adalah  perangkat organisasi Eoperasi yang bermgus
2017 temteny Ferkopsrasss, perly seostepkas Parsturen umrgaass dan emberikan nasbat kvpada Pangurus.
naah tentang Pangsl o 8 ¢ Fesgurus sdalah perasghst cogmeses Keperas yeng berlasigguss
Cameer: seciop mulisan perboperasian dinlis Perkoperasian jmwab perub stas leepengurusan Koperasi unmis iepemtingan dan
b L Pl 5 oayal (2] s Rttt Ursclang fuuen Hoperma, serts mewakil Koperes: bade df dalen meupun d e
Undang Dasar Nagara Rapublie Indonasia Tabun 1945; pergadilan amuai dengan kstantias Anggaren Tazar
2. Undasig-Undang  Nowses 17 Tabun 2017 bentasg . Seteran Fohok adalah sgyumish uasg yang wesb dibeyer sl
Parflcpurasan (Lesbares Negern Bapublk  [ndeowss vtwcrany mtan budan bubusm Keperas pade caat yang bertasghutes
Tahun 2012 Nomer 212, Tamhahan Lembaran Nagars margapikan parmehonan keanggotasn pads naans Keperasi
Fapublk ledoowias Nemor 5355, . Sertifdeat Modal Kopersis yang selagubnys diunghst merped: SMK
adalah huketi parvertan Anggots Koparasi dalam modal Koparasi
MEMUTUBKAN: - Bartifias Modal Noparssi Barl Pardana adalah SMK pang diterbitias
el Hormrnss pade saat purdasen Reopermis
Manstaplean © PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENVELENGGARAAN 12 Eartificas Modal Moparasi Sari Korversi adalah SME yang diterbitian
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Lampiran 13
Screenshoot Alur Pendirian Koperasi

— [ — _— o
Home | Insert Page Layout References. Mailings i Acrobat
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Clipboard 5 Font = Styles Editing

Paste

PENDIRIAN KOPERAST

Rapat persiapan Koperasi Koperasi Menteri
pendirian koperasi mengajukan usulan mengaj mengumumkan
nama koperasi permohonan dalam Berita Negara
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Lampiran 14
Screenshoot Daftar Nama dan Alamat Kantor Cabang Koperasi
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Lampiran 15
Dokumentasi Praktikan
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